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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 106 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG 

MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal 
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
428/$DM.09-$Pt/04/04/2025 pada tanggal 21 Juli 

Mengingat 

2025, Memberi perintah kepada atas nama Muhamad 

Samsul Kadir, S.STP. melaksanakan tugas sebagai 
Pelaksana Tugas (Pit.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Kalimantan Timur paling lama 3 (tiga) bulan 
terhitung mulai tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan 
ditetapkannya pejabat definitif, perlu menetapkan 
Keputusan Sekretaris Komisi Perilihan Umum Provinsi 
Kalimantan Timur tentang Perubahan atas Keputusan 
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pembentukan 
Panitia Penghapusan dan Penjualan lelang Barang Milik 
Negara Pada Sekretariat Komisi Pemihihan Umum Provinsi 
Kalimantan Timur; 

L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863]; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Mihik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
757) 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 
111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor; 111/PMK.06/2016 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 



Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292); 

6. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 428/SDM.09­ 

$Pt/04/2025 tanggal 21 Juli 2025. 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KET1GA 

MEMUTU'SKAN 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN 

ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 99 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN 

PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR. 

Menetapkan Perubahan Panitia Penghapusan dan Penjualan 

Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

meliputi perubahan Kedudukan dalam Kepanitiaan sebagai 

Penanggung Jawab Penghapusan dan Penjualan Lelang 

Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kalimantan Timur. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 14 Agustus 2025 

PIt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

n Teknis Penyelenggaraan 
um, 

H AD 

ttd. 

MUHAMAD SAMSUL KADIR 



LAMPIRAN 
KEPUTU'SAN 

PEMILIHAN 

SEKRETARIS KOMIS 

UMUM PROVINS 
KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR IO6 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINS! KALIMANTAN TIMUR NOMOR 

99 TAHUN 2025 TENTANG 
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN 

DAN PENJUALAN LELANG BARANG 

MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINS 

KALIMANTAN TIMUR 

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA 
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

No Nara Jabatan Kedudukan dalam 
Ke itiaan 

1. Muhamad Samsul Kadir Pt. Sekretaris Penanggung Jawab 

2 Nurdiyawan Kepala Bagian Keuangan, Ketua Umum dan' istik 
3. Chandra Topan daya Kepala Sub Bagian Umum Sekretaris dan Lo 
4 Huda Candra Baskara Pelaksana Angeota 
5 Sabarudin Pelaksana ± 6. Ruhvati Dalima Pelaksana ota 
7. Mastaniah Pelaksana z 8. Hamianah Pelaksana ota 
9 Naz~la Fairuz ifa Pelaksana An; tota 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 14 Agustus 2025 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PIt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

FANDI AKHM 

Penyelenggaraan ttd. 

MUHAMAD SAMSUL KADIR 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)

